BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah dilakukan penelitian dan menganalisis keempat putusan
pengadilan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
1. Hakim dalam pertimbangan hukumnya tentang kewajiban dan tanggung
jawab mantan suami istri terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca
perceraian selalu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Dari keempat putusan tersebut, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dipakai karena,
tidak mengatur secara tegas mengenai hak-hak anak akibat perceraian
orang tua. Meskipun tidak dipakai, tetapi sudah tersirat hak-hak anak
seperti hak anak untuk diasuh, dipelihara, dididik, dinafkahi dan hak anak
untuk tumbuh dan kembang dengan baik. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat digunakan jika ada aspek
yang menyangkut hukum publik seperti perceraian karena suami atau istri
menyiksa, menganiaya anak atau yang lainnya, hakim baru memakai
Undang-Undang Perlindungan Anak agar hak anak semua terpenuhi dan
anak tidak mengalami beban mental.
Putusan Pengadilan Nomor 45 /pdt.G/1998 /PN.YK. Hak
perwalian anak penggugat dan tergugat yang berusia 10 tahun jatuh pada

penggugat sebagai ibunya. Putusan Pengadilan Nomor 91/pdt.G/2005
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/IPN.YK. Menyatakan dan menetapkan bahwa anak penggugat dan
tergugat berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan penggugat sebagai
ibu kandungnya. Putusan Pengadilan Nomor63 /pdt.G/2000 /PN.SImn.
Dan menyatakan anak penggugat dan tergugat berada didalam kekuasaan
penggugat sebagal ibunya. Putusan Pengadilan Nomor113 /pdt.G/2003
/PN.SImn. Menyatakan bahwa anak penggugat dan tergugat yang
dilahirkan dalam perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan diserahkan
kepada penggugat.

Jadi pada prinsipnya dalam hal perceraian orangtua, anak dapat
diasuh oleh sigpapun, yaitu ayah atau ibunya, karena semua demi
kepentingan anak, untuk tumbuh dan kembang serta yang terbaik untuk
anak.

. Pada hakikatnya eksekusi putusan perceraian terhadap pemenuhan hak-hak
anak mengenai biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah (sampai anak
dewasa atau dapat berdiri sendiri/ bekerja atau anak telah menikah).
Kewajiban membiayai, tetap pada ayah walaupun pemeliharaan anak ada
pada siapapun (apakah berada pada ibu, kakek, nenek, dsb). Dalam hal
ayah tidak dapat memberi biaya pemeliharaan, pengadilan dapat
menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut. Ketika ayah tersebut tidak
melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayal pemeliharaan anak,
maka istri dapat melakukan permohonan eksekusi. Eksekus tersebut
merupakan Eksekus riil yang dilaksanakan oleh para pihak secara

sukarela, atau oleh pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada
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permohonan terhadap salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan

putusan tersebut secara sukarela. Maka mengenai proses eksekus yang

dimaksud adalah sebagai berikut :

1.Mengirim  permohonan  eksekusi kepada Ketua Pengadilan
Negeri/Agama dimana dulu perkara perceraian/permohonan hak nafkah
anak disidangkan.

2. Pengadilan akan memanggil mantan suami:a.Jika mantan suami tidak
datang tanpa memberi alasan yang patut, maka Ketua Pengadilan
Negeri akan mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan
eksekusi kepada Panitera atau Jurusita b.Jika mantan suami datang,
maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan peringatan
pengadilan yang ditujukan kepada bekas suami. Lama waktu peringatan
tidak boleh lebih dari 8 hari.

3. Setelah lebih dari 8 hari mantan suami tidak juga memenuhi putusan,
maka akan dikeluarkan surat penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri

yang memerintahkan eksekusi kepada Panitera atau Jurusita.
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. Saran

Berdasarkan pengamatan yang penyusun lakukan dengan berdasar

keseluruhan skripsi ini, maka-maka saran-saran yang diberikan oleh penyusun

adalah sebagal berikut:

1

Bagi pihak orang tua yang melakukan perceraian hendaknya benar-benar
memperhatikan kepentingan anak-anaknya terutama bagi anak yang belum
mumayyiz karena anak yang belum mumayyiz anak tersebut belum dapat
mencari nafkah sendiri dan masih perlu kasih sayang kedua orang tuanya.
Orang tua tidak bolen memperebutkan hak asuh anak karena itu akan
membuat bingung anak dan akan berdampak buruk terhadap anak.

Orang tua harus memperhatikan kepentingan anak dan mendengarkan
keluh kesah anak karena diharapkan orang tua membantu permasalahan
anak.

Orang tua tidak berhak mengekang terlalu keras terhadap anak dalam
pergaulan karena ketakutan orang tua supaya anaknya jangan seperti orang
tuanya. Itu hanya dapat memperburuk tumbuh dan berkembang anak.
Orang tua harus selalu mendukung semua kegiatan anak yang positif dan
orang tua harus mengesampingkan perselisihan dan keegoisan supaya anak

yakin bahwa orang tuanya masih bertanggung jawab terhadapnya.
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